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ABSTRAK

Artikel ini mengkaji masalah pelanggaran kontrak terkait keterlambatan pengiriman barang oleh kurir J&T
express, sebuah layanan pengiriman makanan yang berkembang pesat di Indonesia. Meskipun popularitas layanan
tersebut semakin meningkat, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait dampak keterlambatan
pengiriman terhadap kepuasan pelanggan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan
pengiriman terhadap kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
keterlambatan tersebut. Menggunakan metode analisis studi kasus, studi ini mengeksplorasi kasus-kasus spesifik
pelanggaran kontrak akibat keterlambatan pengiriman oleh kurir J&T EXPRESS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keterlambatan pengiriman berdampak negatif secara signifikan terhadap persepsi pelanggan terhadap
layanan J&T EXPRESS. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan tersebut meliputi kondisi lalu
lintas, volume pesanan, dan kebijakan perusahaan. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi J&T
EXPRESS dan layanan serupa untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan kepuasan pelanggan. Implikasi
praktis dari studi ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan proses pengiriman, pelatihan kurir, dan
komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami bagaimana
keterlambatan pengiriman dapat memengaruhi citra merek dan kepuasan pelanggan dalam konteks layanan
pengiriman barang yang terus berkembang. Kesimpulannya, tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan
dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan potensi konflik dengan pelanggan.

Kata kunci : Keterlambatan Pengiriman, Kepuasan Pelanggan, J& T EXPRESS, Pelanggaran Kotrak.

PENDAHULUAN

J&T Express adalah perusahaan jasa ekspedisi atau pengiriman barang internasional yang didirikan di Indonesia
pada tahun 2015. Nama J&T sendiri merupakan singkatan dari "Jet & Technology," yang mencerminkan fokus
perusahaan pada pengiriman cepat dan pemanfaatan teknologi. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan
pengiriman paket, baik di dalam maupun antarnegara. Jenis layanan: J&T Express menawarkan beragam layanan,
mulai dari pengiriman reguler (EZ), ekonomi (Eco), hingga layanan kilat (Super). Jangkauan: Meskipun berkantor
pusat di Indonesia, jangkauan J&T Express telah meluas ke banyak negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan
Timur Tengah, serta di beberapa negara Amerika Latin. Fokus: Perusahaan ini dikenal karena layanannya yang
populer di kalangan pebisnis online karena efisiensi dan kecepatan pengirimannya, terutama untuk transaksi e-
commerce. Teknologi: J&T Express memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasinya, seperti sistem
pelacakan real-time dan sistem klaim yang cepat.
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Perbedaan dengan J&T Cargo: J&T Express berfokus pada pengiriman paket kecil dan menengah, sementara J&T
Cargo adalah layanan terpisah yang dikhususkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar atau berat, seperti
furnitur atau produk industri. Pembangunan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan
teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pikir serta gaya hidup
masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat kini cenderung mengadopsi penggunaan teknologi karena
dinilai lebih praktis, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan modern. Dampak dari kemajuan teknologi tersebut
tampak jelas dalam sektor perdagangan, di mana proses jual beli tidak lagi terbatas pada interaksi konvensional
secara tatap muka, melainkan telah beralih ke sistem perdagangan daring (online) yang memanfaatkan perangkat
digital seperti gawai maupun komputer melalui jaringan internet.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli merupakan
suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya
berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Pada prinsipnya, transaksi jual beli secara daring
(online) termasuk dalam kategori perjanjian jual beli, hanya saja pelaksanaannya memanfaatkan internet sebagai
sarana atau media perantara. Dari sudut pandang hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi
(ekspeditur) yang dilaksanakan oleh pihak pengangkut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pengangkutan.
Menurut Subekti, perjanjian pengangkutan merupakan suatu kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji untuk
mengangkut orang atau barang secara aman dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya
berkewajiban untuk membayar biaya atau ongkos pengangkutan tersebut.

Dalam kegiatan pengangkutan barang, terdapat sejumlah pihak yang berstatus sebagai subjek hukum yang
memiliki hak dan kewajiban tertentu. Salah satu di antaranya adalah ekspeditur, yang berperan sebagai perantara
dalam perjanjian pengangkutan dan bertindak atas nama pihak pengirim. Ekspeditur dapat diartikan sebagai pihak
yang bersedia untuk mencarikan jasa pengangkut yang layak dan andal bagi pengirim barang. Berdasarkan Pasal
86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ekspeditur didefinisikan sebagai “seseorang yang
pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-
barang lain di darat maupun di perairan.” Adapun hak ekspeditur adalah memperoleh imbalan berupa sejumlah
uang dari pihak pengirim atau penerima barang, sedangkan kewajiban ekspeditur diatur lebih lanjut dalam salah
satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama bagi perusahaan J&T Express adalah kepercayaan
konsumen. Sebagian besar pelanggan memilih menggunakan layanan J&T Express karena memiliki keyakinan
bahwa barang atau paket yang dikirim akan tiba dengan aman di lokasi tujuan. Selain itu, tanggung jawab
merupakan unsur yang sangat krusial bagi perusahaan jasa pengangkutan, khususnya yang bergerak di bidang
pengiriman paket barang, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menjamin ketepatan dan keamanan
pengantaran.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kondisi yang tidak sejalan dengan komitmen pelayanan yang telah
dijanjikan oleh J&T Express. Salah satu contohnya terjadi pada PT KAYAA cabang Sumbawa, di mana
berdasarkan keterangan dari salah satu pegawai J&T Express, yaitu Kayla Andarisa dan Ardi, meskipun jumlah
kasusnya tidak signifikan, dalam kurun waktu satu tahun terdapat beberapa insiden kerusakan dan kehilangan
paket. Barang-barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup
tinggi, meliputi telepon genggam, tas, dokumen penting, kunci rumabh, lukisan, pakaian, peralatan elektronik, serta
kosmetik. Dari berbagai jenis barang tersebut, pakaian merupakan kategori yang paling sering hilang, bahkan
hampir setiap hari terdapat pengaduan dari konsumen terkait keterlambatan pengiriman maupun kehilangan paket
setelah dikonfirmasi oleh pihak J&T Express.

Dalam memberikan layanan kepada konsumen, perusahaan menempatkan keandalan sebagai salah satu aspek
utama untuk mencapai kepuasan pelanggan. Bentuk keandalan tersebut tercermin dalam ketepatan waktu
pengiriman. Dalam upaya memenuhi harapan pelanggan di sektor logistik, perusahaan perlu memperhatikan
berbagai aspek dalam penawaran dan pengelolaan layanan pelanggan, seperti frekuensi pengiriman, jumlah
barang yang dikirim, penjadwalan waktu, serta penentuan lokasi tujuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya,
ketepatan waktu pengiriman barang maupun dokumen tidak selalu dapat diwujudkan, karena masih sering terjadi
keterlambatan. Kondisi ini, apabila berlangsung terus-menerus, dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan,
baik secara internal—misalnya penumpukan barang di gudang—maupun secara eksternal, yaitu munculnya
keluhan dari pelanggan akibat keterlambatan pengiriman. Rasa ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk
atau jasa biasanya muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima, serta
ketika pengalaman selama menerima layanan tidak memberikan kepuasan

65



METODOLOGI

Metode merupakan suatu pendekatan atau cara yang digunakan untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan
mengumpulkan data secara lebih akurat, dengan tujuan mempermudah proses penemuan jawaban terhadap pokok
permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai proses sistematis
untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab
permasalahan atau isu hukum yang sedang dikaji. Penggunaan metode penelitian menjadi penting karena berperan
dalam menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah secara tepat.
Penerapan metode tersebut harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten; di mana metodologis
berarti mengikuti cara atau langkah tertentu, sistematis mengacu pada penerapan suatu sistem yang teratur, dan
konsisten menunjukkan adanya keselarasan tanpa pertentangan dengan kerangka penelitian yang digunakan.

Wanprestasi Atas Keterlambatan Pengantaran Oleh Kurir J&T Express

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu
perjanjian atau kontrak. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks hukum kontraktual dan merujuk pada situasi
di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati
dalam perjanjian.

Karena wanprestasi merupakan perbuatan yang hanya muncul dalam konteks hukum perjanjian, maka
penyelesaiannya semestinya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam hukum perjanjian itu sendiri. Hal
ini disebabkan oleh kenyataan bahwa permasalahan wanprestasi tidak selalu timbul semata-mata akibat kelalaian
salah satu pihak atau karena tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati, melainkan juga dapat terjadi karena
adanya unsur kesengajaan, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang bersifat timbal balik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal yang terkait
dengan wanprestasi keterlambatan pengantaran oleh kurir J&T Express adalah:

e Pasal 19: diatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi
kerusakan, kehilangan, atau kekeliruan terhadap barang yang dikirim

e Pasal 20: pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen apabila
terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang

e Pasal 62: mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat

dikenakan sanksi pidana, berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, J&T Express menetapkan Syarat dan Ketentuan Pengiriman yang memuat pengaturan mengenai
pemberian ganti rugi terhadap keterlambatan pengiriman barang. Namun demikian, sebagian konsumen
menyatakan ketidakpuasan karena besaran ganti rugi yang diberikan dianggap tidak sebanding dengan kerugian
nyata yang mereka alami.

Apabila konsumen mengalami keterlambatan dalam pengantaran barang oleh pihak J& T Express, maka konsumen
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau komplain kepada perusahaan serta meminta ganti rugi atas
kerugian yang ditimbulkan. Namun, apabila pengaduan tersebut tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian
yang memadai, konsumen dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan gugatan melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga peradilan yang berwenang.

Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cidera janji” dalam bahasa Inggris sering disebut dengan
“default” atau nonfulfillment atau “breach of contrack” Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi
sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban pertunangan yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebaiknya
kontrak bisnis para pihak mencakup ketiga unsur tersebut, sehingga kontrak dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuan bersama. Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) Wanprestasi diatur dalam pasal 36, pihak
dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan;

2. Melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;

3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;
atau

4. Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.

Beberapa poin penting terkait dengan wanprestasi melibatkan:
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1. Kewajiban Kontraktual

Beberapa aspek penting yang berkaitan dengan wanprestasi mencakup antara lain kewajiban kontraktual.
Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dan
disepakati dalam perjanjian. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang
atau pemberian jasa, maupun pemenuhan ketentuan lain yang telah disepakati dalam kontrak.

2. Ketidakmampuan atau Ketidakpatuhan
Wanprestasi dapat timbul akibat ketidakmampuan maupun ketidakpatuhan salah satu pihak dalam melaksanakan
kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam perjanjian.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya
hukum, antara lain dengan mengajukan gugatan, menuntut ganti rugi, atau meminta pembatalan perjanjian. Pihak
yang melanggar ketentuan kontrak dapat dikenai kewajiban untuk membayar kerugian yang timbul atau
melaksanakan prestasi yang belum dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian.

4. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni wanprestasi yang bersifat materiil, yang terjadi
apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban substansial yang telah disepakati, dan wanprestasi yang
bersifat formal, yang timbul ketika suatu pihak melanggar ketentuan atau prosedur administratif yang tercantum
dalam perjanjian.

5. Upaya Damai atau Penyelesaian Sengketa

Sebelum menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi, pihak yang merasa dirugikan umumnya dianjurkan untuk
terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara damai, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun arbitrase.
Penentuan mengenai apakah suatu tindakan atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi pada dasarnya
bergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian serta hukum yang berlaku dalam yurisdiksi terkait.
Oleh sebab itu, setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian perlu memahami secara cermat isi kontrak,
termasuk hak dan kewajiban masing-masing, guna menghindari terjadinya pelanggaran yang berpotensi
menimbulkan sengketa.

Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pengantaran Oleh Kurir J&T Express
1. Faktor Internal:

e Over Pekerjaan: Keterlambatan pengiriman paket dapat disebabkan oleh over pekerjaan, yaitu ketika staf
pengiriman memiliki beban kerja yang terlalu berat.

o Kurangnya Fokus Staf: Kurangnya fokus staf pengiriman juga dapat menyebabkan keterlambatan
pengiriman paket.

e Terlambat Mendapat Informasi Stok Harian: Terlambat mendapat informasi stok harian juga dapat
menyebabkan keterlambatan pengiriman paket.

2. Faktor Eksternal

o Kondisi Lalu Lintas: Keterlambatan pengiriman paket dapat disebabkan oleh kondisi lalu lintas yang
buruk, seperti kemacetan atau kecelakaan.

e Cuaca: Cuaca buruk, seperti hujan atau banjir, juga dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman paket.

o Kesalahan Alamat: Kesalahan alamat juga dapat menjadi penyebab keterlambatan pengiriman paket.

3. Faktor Sistem

e Estimasi Pengiriman yang Tidak Sesuai: Keterlambatan pengiriman barang dapat disebabkan oleh
estimasi pengiriman yang tidak sesuai, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Sistem Pengiriman yang Tidak Efektif: Sistem pengiriman yang tidak efektif juga dapat menyebabkan
keterlambatan pengiriman paket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk kemudahan membaca dan memahami, temuan disajikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan
diskusi. Subjudul Temuan dan subjudul Pembahasan disajikan terpisah. Bagian ini harus menempati sebagian
besar, minimal 60%, dari keseluruhan isi artikel.

67



HASIL PENELITIAN

Penelitian ini memperlihatkan adanya pola wanprestasi berupa keterlambatan pengantaran barang oleh J&T
Express yang berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen. Dari hasil analisis dokumen
internal perusahaan, wawancara dengan pegawai cabang J&T Express, serta laporan konsumen, ditemukan bahwa
keterlambatan pengiriman terjadi pada hampir seluruh jenis layanan, mulai dari layanan reguler hingga layanan
ekspres yang seharusnya memiliki standar waktu yang lebih ketat.

Meskipun secara kuantitatif jumlah keterlambatan tidak mendominasi keseluruhan proses pengiriman,
dampaknya sangat terasa pada konsumen yang mengirimkan barang bernilai tinggi atau barang dengan urgensi
waktu yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan pengiriman menyebabkan kerugian material maupun
immaterial, seperti kerugian biaya, hilangnya potensi transaksi, hingga menurunnya kepercayaan terhadap jasa
ekspedisi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan paling banyak terjadi saat peak season, terutama pada momen
promosi marketplace nasional, hari raya besar, serta akhir tahun. Volume paket yang meningkat tajam dalam waktu
singkat tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas operasional, baik dari aspek tenaga kerja maupun infrastruktur
gudang. Selain itu, sejumlah kasus juga dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, cuaca buruk, serta kesalahan sistem
dalam memberikan estimasi waktu pengiriman kepada konsumen.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak memahami mekanisme
klaim pengaduan atas keterlambatan. Meskipun J&T Express memiliki prosedur kompensasi, implementasinya
tidak merata antar-cabang. Konsumen sering kali tidak menerima kompensasi sesuai ketentuan karena kurangnya
informasi, respons lambat, atau perbedaan interpretasi antara petugas cabang dan ketentuan pusat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterlambatan bukan hanya terkait operasional teknis, tetapi juga
masalah manajemen informasi dan pemenuhan kewajiban hukum perusahaan terhadap konsumen.

Tabel 1. Jenis dan Frekuensi Keluhan Konsumen terhadap Keterlambatan Pengiriman J&T Express

No Faktor Penyebab Kategori | Persentase Pengaruh (%)
1 | Overload paket saat peak season Internal 35%
2 | Jumlah kurir tidak sebanding volume paket | Internal 22%
3 | Kemacetan lalu lintas Eksternal 18%
4 | Cuaca buruk (hujan, banjir) Eksternal 12%
5 | Kesalahan sistem estimasi waktu Sistem 8%
6 | Salah input alamat pengiriman Manusia 5%

Jumlah Kasus

m Keterlambatan 1-2 hari = Keterlambatan >2 hari Barang Hilang
Barang Rusak = Kesalahan Alamat = Kesalahan Alamat

m Total

Gambar 1. Proporsi Faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman
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Gambar 2. Jumlah Keluhan Konsumen Berdasarkan Jenis Keluhan
PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman yang dilakukan J&T Express memenuhi unsur
wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1238 dan Pasal 1243. Ketidakmampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban pengiriman tepat waktu, baik karena faktor internal maupun eksternal, tetap menjadi
tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan konsumen.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), keterlambatan tersebut melanggar
Pasal 19 dan Pasal 20, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atau kompensasi yang layak.
Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kompensasi belum merata dan konsisten. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen, terutama ketika kerugian yang dialami bersifat signifikan.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti Hasby (2019) dan Hawani (2010), mengungkapkan bahwa tantangan
layanan ekspedisi tidak hanya terletak pada pengiriman barang, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan keandalan layanan di tengah peningkatan jumlah transaksi e-commerce. Penelitian ini
memperkuat temuan tersebut, sekaligus menegaskan perlunya peningkatan sistem logistik terintegrasi, prediksi
volume, serta pendistribusian kurir yang proporsional.

Dari perspektif hukum bisnis, temuan penelitian juga mengonfirmasi pendapat Munir Fuady (2005) bahwa
wanprestasi dapat muncul bukan hanya karena kegagalan memenuhi kewajiban substansial, tetapi juga
keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, keterlambatan pengiriman—meskipun barang tetap
sampai—dapat digolongkan sebagai pelanggaran kontraktual yang memperbolehkan konsumen menuntut
kompensasi.

Pembahasan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi konsumen terkait hak-hak mereka. Banyak
konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kompensasi atas keterlambatan. Kondisi ini menjadi
tantangan bagi J&T Express untuk meningkatkan transparansi, memperjelas prosedur klaim, serta mengedukasi
konsumen melalui kanal informasi resmi.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa perbaikan sistem distribusi internal, peningkatan kapasitas
SDM, serta penyesuaian algoritma estimasi pengiriman merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi
wanprestasi di masa mendatang.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai jangka waktu pengiriman dalam perjanjian pengangkutan barang oleh J&T Express dinilai
belum sepenuhnya selaras dengan jenis layanan yang ditawarkan. Setiap jenis layanan J&T Express memiliki
estimasi waktu dan tarif yang berbeda, yang seharusnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, pelaksanaan pengiriman barang oleh J&T Express wajib
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dilakukan secara cepat, aman, dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Akibat hukum
J&T Express terlambat mengantarkan barang ke konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur
dalam pasal 1243 KUHPerdata. J&T Express dapat digugat atas dasar wanprestasi karena terlambat dalam
mengantarkan barang ke konsume. J&T Express terlambat dalam memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan
kerugian bagi konsumen. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh J&T Express adalah mengganti
kerugian. Setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bekerja pada perusahaan J&T Express
merupakan tanggung jawab dari J&T Express termasuk dalam hal keterlambatan.
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